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P e n g a n t a r

Keadaan pandemi corona belum ada tanda akan 

mereda, namun keberlanjutan bernegara dan  

keberlanjutan pelayanan harus tetap berjalan. 

Pengadaan harus berjalan optimum dan menuju 

value for money. 

Upaya efektivitas pengadaan dan kontrak, perlu 

dilakukan di saat pandemi saat ini. 

Namun semua upaya yang bernilai baik ini perlu 

dijaga intergritas. 

Integritas beriringan dengan profesionalitas dan 

ikhlas. 

Jangan korupsi. 

Ojo korupsi. 

Terima kasih Salam pengadaan Salam IAPI
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Modern 
Procurement

S o n n y  S u m a r s o n o ,  P M P

Ketua Umum IAPI | Managing Partner at ADW Consulting

Peran pengadaan barang/jasa mengalami evolusi dari waktu ke waktu, 
dari peran sebagai Supply Assurance, Negotiator, Cost Control, 

Demand Management sampai dengan Value Management. 

Awalnya fungsi pengadaan hanya berperan sebagai Supply Assurance, 
yang hanya memastikan proses pengadaan dijalankan sesuai aturan yang 
berlaku. 

Lalu berkembang fungsi pengadaan berperan sebagai Negotiator, yang 
fokus berupaya mendapatkan harga beli barang/jasa yang terendah di 
setiap paket pengadaan.

Lebih maju lagi fungsi pengadaan berperan sebagai Cost Control, 
dimana pengadaan barang/jasa memperhatikan banyak faktor selain harga 
agar didapatkan BIAYA barang/jasa yang terendah, misalnya penerapan 
TCO (total cost of ownership).

Berikutnya fungsi pengadaan berkembang berperan sebagai Demand 
Management, dimana diperkenalkan konsep standarisasi barang/jasa, 
sentralisasi pengadaan dan konsolidasi pengadaan untuk menurunkan 
biaya dan meningkatkan layanan penyediaan barang/jasa.

Yang paling maju saat ini adalah fungsi pengadaan sebagai Value 
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Management, dimana peran pengadaan sangat strategis dalam penciptaan 
nilai (value) bagi korporasi, dan turut menentukan peningkatan daya saing 
korporasi. Di level ini fungsi pengadaan berperan sebagai advisor dan 
change agent di organisasi.

Era Value Management kami sebut sebagai era Pengadaan Modern. 
Bagaimana ciri-ciri pengadaan yang modern? Pertama kebijakan dan 
tatakelola pengadaan dibuat untuk menjawab tantangan pencapaian visi 
dan misi organisasi, lalu pelaku proses pengadaan memiliki kompetensi 
yang memadai, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. 
Ukuran keberhasilan pengadaan modern adalah VALUE yang diciptakan 
melalui percepatan proses, peningkatan kualitas, penurunan biaya dan 
peningkatan tingkat layanan. Dalam pengadaan modern yang harus 
diperjuangkan dan dipatuhi adalah Prinsip Pengadaan, bukan hanya 
prosedur cara pengadaan.

Proses berkembangnya peran pengadaan dari Supply Assurance secara 
bertahap menuju tingkatan pengadaan sebagai Value Management dikenal 
sebagai proses modernisasi pengadaan.

Di tingkatan manakah kondisi pengadaan barang/jasa Anda sekarang?
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Analisis terhadap 
Pengadaan Langsung untuk 
Barang/Jasa Lainnya yang 
Harganya Sudah Pasti

 dengan nilai paling banyak 
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

S a n u s i  B u r h a n u d i n ,  S T,  M . M T

			 

A.	L atar Belakang

Pada butir 5.4.1 huruf a Lampiran Peraturan LKPP 9 Tahun 2018 sebagai 
berikut:

Pengadaan Langsung untuk Barang/Jasa Lainnya yang harganya sudah 
pasti dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 
dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1.	 Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan Barang/Jasa Lainnya ke 
Penyedia;

2.	 Penyedia dan PPK melakukan serah terima Barang/Jasa Lainnya;
3.	 Penyedia menyerahkan bukti pembelian/pembayaran atau kuitansi 
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kepada PPK; dan/atau
4.	 PPK melakukan pembayaran.

PPK dalam melaksanakan tahapan Pengadaan Langsung dapat dibantu 
oleh tim pendukung.

Berdasarkan butir 5.4.1 huruf a diatas terdapat prosedur yang bias, 
yaitu:

1.	 Kalimat “dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut” yang 
menjelaskan angka 1 s.d 4 merupakan rangkaian tahapan tetapi 
terdapat “dan/atau” yang menyatakan bahwa angka 1 s.d. 4 dapat 
merupakan pilihan.

2.	 Berjudul Pelaksanaan Pemilihan tetapi dalam prosedur yang diatur 
menjelaskan sampai dengan pelaksanaan kontrak dan serah terima 
pekerjaan.

3.	 Terdapat kalimat “PPK dalam melaksanakan tahapan Pengadaan 
Langsung” seolah-olah pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan 
oleh PPK.

B.	D asar Hukum

1.	 Definisi
a)	 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018: pasal 1 angka 1 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut 
Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa 
oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh 
APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai 
dengan serah terima hasil pekerjaan.

b)	 Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018:
1)	 Lampiran pada I. PENDAHULUAN: Pengadaan Barang/Jasa 

merupakan kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan 
sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

2)	 Lampiran pada I. PENDAHULUAN di gambar 1 Tahapan 
Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

c)	 Materi pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar 
berdasarkan Bab IV s.d Bab VII Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 
2018
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2.	 Etika Pengadaan Barang/Jasa
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018: pasal 7 (1) Semua pihak 

yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai 
berikut: a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung 
jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan 
Pengadaan Barang/Jasa, b. bekerja secara profesional, mandiri, 
dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus 
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dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/
Jasa.

3.	 Pelaku Pengadaan Barang/Jasa
a)	 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018:

1)	 Pasal 1 angka 10 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya 
disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh 
PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan 
tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran 
belanja negara/anggaran belanja daerah.

2)	 Pasal 1 angka 13 Pejabat Pengadaan adalah pejabat 
administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas 
melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, 
dan/atau E-purchasing.

3)	 Pasal 11 (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 8 huruf memiliki tugas: i. Melaksanakan 
E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 
(dua ratus juta rupiah).

4)	 Pasal 11 (2) selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan 
dari PA/KPA, meliputi:
-	 Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 

anggaran belanja; dan
-	 Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas 

anggaran belanja yang telah ditetapkan.
5)	 Pasal 12 Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf d memiliki tugas: 
a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan 
Langsung.

6)	 Pasal 12 Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf d memiliki tugas: 
d. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

b)	 Peraturan LKPP Nomor 19 Tahun 2019: pasal 5 (4) PPK tidak 
boleh dirangkap oleh: a. Pejabat Penandatangan Surat Perintah 
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Membayar (PPSPM) atau Bendahara; b. Pejabat Pengadaan atau 
Pokja Pemilihan untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama; 
atau PjPHP/PPHP untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama.

4.	 Metode Pemilihan
a)	 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018: pasal 38 (1) Metode 

pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 
terdiri atas: a. E-purchasing; b. Pengadaan Langsung; c. Penunjukan 
Langsung; d. Tender Cepat; dan e. Tender.

b)	 Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018:
1)	 Pasal 2 (2) Pelaksanaan Pemilihan Penyedia selain Tender/

Seleksi sebagaimana pada ayat (1) huruf d menggunakan 
metode: a. E-purchasing; b. pembelian melalui Toko Daring; c. 
Penunjukan Langsung; d. Pengadaan Langsung; atau e. Tender 
Cepat.

2)	 Lampiran pada V: Pelaksanaan pemilihan Penyedia selain melalui 
Tender/Seleksi, meliputi: a. E-purchasing; b. pembelian melalui 
Daring; c. Penunjukan Langsung; d. Pengadaan Langsung; dan 
e. Tender Cepat.

3)	 Lampiran pada 5.2 Pembelian melalui Toko Daring: pelaksanaan 
pembelian melalui Toko Daring sesuai dengan ketentuan 
pelaksanaan pengadaan dengan metode E-purchasing.

5.	 Pengadaan Langsung
a)	 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018:

1)	 Pasal 1 angka 40 Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk 
mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua 
ratus juta rupiah).

2)	 Pasal 38 (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Kontruksi/
Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 
(dua ratus juta rupiah).

3)	 Pasal 50 (7) Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai 
berikut: pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia 
untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan 
bukti pembelian atau kuitansi.



Edisi 32 Tahun 2020 | 9Edis i   8  |  Tahun 2017

b)	 Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018: butir 1.4 Lampiran pada 
huruf a dan b: Pelaksanaan pemilihan Penyedia dilakukan oleh PPK 
dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan sesuai metode pemilihan, 
dengan ketentuan:
-	 PPK melaksanakan E-purchasing dengan nilai pagu paling 

sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
-	 Pejabat Pengadaan melaksanakan: E-purchasing dengan nilai 

pagu paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 
dan Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung untuk 
pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jala Lainnya dengan 
nilai HPS paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah); atau Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

6.	 E-marketplace
a)	 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018:

1)	 Pasal 1 angka 20 E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah 
pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan 
barang/jasa pemerintah.

2)	 Pasal 1 angka 35 Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya 
disebut E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa 
melalui sistem katalog elektronik.

3)	 Pasal 38 (2) E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.

4)	 Pasal 69 (1) dan (2)
-	 Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara 

elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas 
Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem 
pendukung.

-	 LKPP mengembangkan SPSE dan sistem pendukung.
5)	 Pasal 70 (1) s.d (2):

-	 Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dengan 
memanfaatkan E-marketplace.

-	 E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa menyediakan 
infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi 
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Penyedia 
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berupa: a. Katalog Elektronik, b. Toko Daring, dan c. 
Pemilihan Penyedia.

-	 LKPP mempunyai kewenangan untuk mengembangkan, 
membina, mengelola, dan mengawasi penyelenggaraan 
E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa.

6)	 Pasal 72 (1) Katalog elektronik dapat berupa katalog elektronik 
nasional, katalog elektronik sektoral, dan katalog elektronik 
lokal.

b)	 Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2020: pasal 34 (1) Berdasarkan 
Kontrak Katalog yang telah ditandatangani oleh Kepaala Daerah 
dengan Penyedia maka Kepala UKPBJ/Kepala Unit yang menangani 
Pengadaan menayangkan daftar barang/jasa beserta spesifikasi 
teknis, harga, dan jumlah ketersediaan barang/jasa pada Katalog 
Elektronik Lokal melalui aplikasi yang dikembangkan oleh LKPP 
pada https://e-katalog.lkpp.go.id.
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C.	A nalisis

No. Identifikasi Uraian Analisis

1. Huruf B 
angka 1 
sebagaimana 
diatas

Definisi 
Pengadaan 
Barang/Jasa 
Pemerintah

-	 Bahwa proses Pengadaan Barang/Jasa dimulai sejak identifikasi 
kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan.

-	 Dijelaskan proses tersebut terdiri dari 3 (tiga), yaitu: Perencanaan PBJP, 
Persiapan PBJP, Pelaksanaan PBJP.

-	 Pada Per LKPP 9 2018 diuraikan lebih lengkap menjadi 6 (enam), yaitu: 
Perencanaan PBJP, Persiapan Pengadaan, Persiapan Pemilihan, Proses 
Pemilihan, Pelaksanaan Kontrak, Serah Terima.

-	 Proses/Pelaksanaan Pemilihan merupakan salah satu tahapan 
sebagaimana definisi pada Perpres 16 2018.

2. Huruf B 
angka 2 
sebagaimana 
diatas

Semua 
pihak yang 
terlibat dalam 
Pengadaan 
Barang/Jasa 
mematuhi etika

-	 Hal ini mengamatkan semua pihak untuk mematuhi etika dengan 
melaksanakan tugas secara tertib dan profesional.

3. Huruf B 
angka 3 
sebagaimana 
diatas

Tugas Pelaku 
Pengadaan 
Barang/Jasa

-	 Pejabat Pengadaan Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan 
Pengadaan Langsung (untuk Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya 
yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00).

-	 PPK Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

-	 Larangan PPK merangkap sebagai Pejabat Pengadaan.

4. Huruf B 
angka 4 
sebagaimana 
diatas

Metode 
Pemilihan

-	 Terdapat 5 (lima) metode pemilihan, pada Perpres 16 2018: E-purchasing,. 
Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Tender Cepat, Tender.

-	 pada Per LKPP 9 2018 ditambahkan metode pemilihan: pembelian 
melalui Toko Daring dengan ketentuan pelaksanaan pengadaan sesuai 
dengan metode E-purchasing.

5. Huruf B 
angka 5 
sebagaimana 
diatas

Pengadaan 
Langsung

-	 Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah 
metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00.

-	 Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut: pembelian/
pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa 
Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi.

6. Huruf B 
angka 6 
sebagaimana 
diatas

E-marketplace -	 E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa menyediakan infrastruktur 
teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Kementerian/Lembaga/
Pemerintah Daerah dan Penyedia berupa: Katalog Elektronik, Toko 
Daring, dan Pemilihan Penyedia.

-	 Berdasarkan Kontrak Katalog yang telah ditandatangani oleh Kepaala 
Daerah dengan Penyedia maka Kepala UKPBJ/Kepala Unit yang 
menangani Pengadaan menayangkan daftar barang/jasa beserta 
spesifikasi teknis, harga, dan jumlah ketersediaan barang/jasa pada 
Katalog Elektronik Lokal melalui aplikasi yang dikembangkan oleh LKPP 
pada https://e-katalog.lkpp.go.id.
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D.	H asil Analisis

1.	 Definisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Perpres 16 2018 
menjelaskan bahwa proses dimulai sejak identifikasi kebutuhan sampai 
dengan serah terima hasil pekerjaan, sebagai berikut:
a.	 Identifikasi kebutuhan berada pada tahapan Perencanaan 

Pengadaan Barang/Jasa dan ditandai dengan “(mulai)”. Perencanaan 
Pengadaan ini meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/
jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa. 

b.	 Setelah tahapan Perencanaan Pengadaan dilakukan maka 
dilanjutkan dengan tahapan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 
yang terdiri dari persiapan pengadaan dan persiapan pemilihan.

c.	 Tahapan terakhir adalah Pelaksanaan Pengadaan Barang/
Jasa yang ditandai dengan “(selesai)” pada serah terima hasil 
pekerjaan. Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa terdiri 
dari pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan kontrak dan Serah Terima 
Hasil Pekerjaan, 

	 Berdasarkan hal diatas, maka dapat terpenuhi sebagai Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah ketika tahapan-tahapan diatas telah terpenuhi 
secara tertib dan dilakukan secara profesional sesuai tugas yang 
diberikan, termasuk adanya tahapan Pelaksanaan Pemilihan.

2.	 Sebagaimana Perpres 16 2018 Pejabat Pengadaan mempunyai tugas 
persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung (untuk Barang/
Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak 
Rp200.000.000,00), hal ini bermakna bahwa:
a.	 Tahapan Pelaksanaan Pemilihan (untuk Barang/Pekerjaan Kontruksi/

Jasa Lainnya) dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 
merupakan tugas Pejabat Pengadaan.

b.	A danya larangan PPK merangkap sebagai Pejabat Pengadaan untuk 
memastikan PPK dan Pejabat Pengadaan mematuhi etika.

c.	 PPK diberikan tugas pada Pelaksanaan Pemilihan, yaitu melaksanakan 
E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00.

	 Berdasarkan hal diatas, tegas dinyatakan bahwa PPK memiliki tugas 
pada pelaksanaan pemilihan sebatas melaksanakan E-purchasing 
untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 sedangkan 
pada pengadaan langsung (untuk Barang/Pekerjaan Kontruksi/
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Jasa Lainnya) dan E-purchasing dengan nilai paling banyak 
Rp200.000.000,00 merupakan tugas Pejabat Pengadaan.

3.	 Terdapat 5 (lima) metode pemilihan, pada Perpres 16 2018: E-purchasing, 
Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Tender Cepat, Tender, 
sedangkan pada Per LKPP 9 2018 ditambahkan metode pemilihan: 
pembelian melalui Toko Daring dengan ketentuan pelaksanaan 
pengadaan sesuai dengan metode E-purchasing, hal ini bermakna:
a.	 Pembelian melalui Toko Daring berbeda dengan katalog elektronik 

lokal, Katalog Elektronik Lokal melalui aplikasi yang dikembangkan 
oleh LKPP pada https://e-katalog.lkpp.go.id sedangkan Toko Daring 
merupakan bagian dari E-marketplace selain katalog elektronik.

b.	 Meskipun demikian, diatur bahwa Pembelian melalui Toko Daring 
sesuai dengan ketentuan metode E-purchasing, maka terkait 
Pelaksanaan Pemilihan dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 
dilakukan oleh Pejabat Pengadaan dan dilakukan oleh PPK dengan 
nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00

4.	A danya kalimat pada butir 5.4.1 huruf a Lampiran Per LKPP 9 2018 
sebagai berikut:
a.	 Kalimat “dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut” yang 

menjelaskan angka 1 s.d 4 merupakan rangkaian tahapan tetapi 
terdapat “dan/atau” yang menyatakan bahwa angka 1 s.d. 4 
merupakan pilihan.

b.	 Berjudul Pelaksanaan Pemilihan tetapi dalam prosedur yang diatur 
menjelaskan sampai dengan pelaksanaan kontrak dan serah terima 
pekerjaan.

c.	 Terdapat kalimat “PPK dalam melaksanakan tahapan Pengadaan 
Langsung” seolah-olah pelaksanaan Pengadaan Langsung 
dilakukan oleh PPK.

	A danya penjelasan yang bias diatas, dapat dimaknai bahwa prosedur 
Pengadaan Langsung yang memenuhi prosedur sesuai Perpres 16 
2018 adalah:
a.	 Tugas PPK pada pelaksanaan pemilihan sebatas melaksanakan 

E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00.
b.	 Menghapus tahapan “Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan 
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Barang/Jasa Lainnya ke Penyedia” atau mengganti dengan PPK 
yang melakukan pemesanan tidak dimaknai sebagai pilihan yang 
tepat, dikarenakan adanya prosedur pada Perpres 16 2018 yang 
dilanggar, yaitu bermakna menghapus tahapan pelaksanaan 
pemilihan, tidak melaksanakan sebagian tugas Pejabat Pengadaan, 
dan/atau tindakan penyalahgunaan wewenang oleh PPK, sehingga 
langkah yang ditempuh adalah dengan tetap melakukan tahapan 
tersebut tanpa melakukan perubahan.

c.	 Alternatif melakukan penyesuaian Surat Keputusan Penetapan PPK 
dan Pejabat Pengadaan yaitu pada tugas:
1)	 Pejabat Pengadaan melaksanakan persiapan dan pelaksanaan 

Pengadaan Langsung (untuk Barang/Pekerjaan Kontruksi/
Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00), 
ditambahkan terkecuali pada Pengadaan Langsung untuk 
Barang/Jasa Lainnya yang harganya sudah pasti dengan nilai 
paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

2)	 PPK melaksanakan E-purchasing dengan nilai pagu paling sedikit 
di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), ditambahkan 
termasuk Pelaksanaan Pemilihan pada Pengadaan Langsung 
untuk Barang/Jasa Lainnya yang harganya sudah pasti dengan 
nilai paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

	 Dapat dimaknai terdapat prosedur yang bertentangan dengan 
Perpres 16 2018.

5.	 Adanya kekurangan jumlah Pejabat Pengadaan akibat dampak atas 
kewajiban pasal 88 (a) bahwa Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh 
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) paling lambat tanggal 31 
Desember 2020, maka daripada menetapkan suatu kebijakan yang 
melanggar prosedur yang diatur pada Perpres 16 2018, maka dapat 
dilakukan tindakan sebagai berikut:
a.	 Mengusulkan kepada LKPP agar angka 4 huruf c diatas dapat 

diakomodasi dalam Perubahan Perpres 16 2018.
b.	 Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan khususnya unit yang 

menangani kepegawaian untuk memenuhi jumlah PPBJ, dengan 
melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:
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1)	 Sisa kekurangan jumlah PPBJ dapat dipenuhi oleh personel 
lain dengan menempatkan personel tersebut di UKPBJ atau 
menugaskan personel tersebut penuh waktu/paruh waktu di 
UKPBJ;

2)	 Personel yang ditugaskan dipastikan memenuhi persyaratan 
minimal sebagai PPBJ dan segera diusulkan dalam uji 
kompetensi atau uji kompetensi penyesuaian (inpassing).

3)	 Dalam pelaksanaan tugas personel tersebut, ditetapkan 
pendamping berupa mentor/coach berasal dari PPBJ.

4)	 Paling lambat 31 Desember 2021, personel tersebut ditetapkan 
sebagai PPBJ dengan mempertimbangkan telah dilakukan 
proses uji kompetensi sejak ditetapkannya personel tersebut 
sebagai Pejabat Pengadaan.

c.	 Menetapkan tenaga ahli/teknis untuk mencukupi sisa kekurangan 
jumlah PPBJ dan menugaskan sebagai tenaga pendukung bagi 
PPBJ;

d.	 Menegakkan etika pengadaan bagi seluruh Pelaku Pengadaan 
Barang/Jasa dengan melakukan tugas secara tertib dan profesional, 
tidak bersifat hanya pemenuhan adminitratif tetapi Pejabat 
Pengadaan benar-benar melakukan pemesanan dengan dibantu 
oleh tenaga pendukung; dan/atau

e.	 Menerapkan inovasi konsolidasi, kontrak payung, katalog lokal, 
pembelian melalui toko daring, penggunaan Aplikasi Bela 
Pengadaan, penerapan aplikasi seperti e-Order atau mbizmarket, 
dan penerapan inovasi lainnya.

E.	K esimpulan

Pada analisis Pengadaan Langsung ini dilakukan berdasarkan Peraturan 
yang berlaku dengan penerapan inovasi untuk mitigasi risiko. Dalam analisis 
dilakukan inovasi yang paling sedikit memunculkan risiko pelanggaran 
prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hasil analisis menunjukan 
inovasi tersebut layak untuk diimplementasikan. Implementasi hasil analisis 
diharapkan mendukung penegakan etika Pengadaan Barang/Jasa dalam 
mewujudkan tujuan Pengadaan Barang/Jasa.
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Mengawal Negara Kesatuan 
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Abstrak: 

Penerapan nilai-nilai Kebangsaan yang bersumber dari Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yaitu nilai kesatuan wilayah, nilai 
persatuan bangsa, dan nilai kemandirian mempunyai peran sangat 
penting dalam mengawal NKRI dengan memprioritaskan pembangunan 
di daerah perbatasan negara, pulau tertinggal, terluar dan terdepan, 
daerah terpencil atau tertinggal (3T), serta wilayah-wilayah yang strategis, 
seperti misalnya Batam, diharapkan akan dapat meningkatkan daya saing 
serta membangun kemandirian Indonesia khususnya di bidang ekonomi. 
Karena itu tujuan penulisan ini adalah menganalisis dampak pelaksanaan 
pembangunan di wilayah perbatasan khususnya pembangunan ekonomi 
di Batam terhadap penguatan nilai-nilai NKRI, yaitu nilai kesatuan wilayah, 
persatuan bangsa, dan kemandirian diharapkan dapat meningkatkan 
kemandirian Indonesia dengan peningkatan daya saing ekonomi terhadap 
negara lain. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dan jenis metode 
studi literatur, yaitu menyajikan beberapa referensi terkait fokus penelitian 
yang sesuai dengan tema atau topik. Kesimpulan yang dapat diambil 
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adalah Implementasi nilai-nilai kesatuan wilayah, persatuan bangsa, dan 
kemandirian dilaksanakan dengan pemerataan pembangunan nasional. 
Pembangunan yang sebelumnya terpusat di Pulau Jawa, diprioritaskan 
pemerataannya ke daerah-daerah perbatasan negara, daerah terpencil, 
pulau tertinggal, terluar dan terdepan (3T), serta wilayah-wilayah 
yang strategis. Pembangunan Ekonomi di Batam yang merupakan 
pengejawantahan dari nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari NKRI 
ini untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran Indonesia. Prioritas 
pemerataan pembangunan diharapkan terus diperkuat ke daerah-daerah 
lain selain Batam. Desa sebagai entitas wilayah administratif terkecil di 
Indonesia memegang peranan yang besar dalam penerapan nilai-nilai 
kebangsaan.

Kata Kunci: Penerapan Nilai-nilai Kebangsaan, pemerataan pembangunan 
di daerah 3T, dan pembangunan ekonomi Batam

I. 	PENDAHULUAN

Era globalisasi membuat perkembangan dan keterbukaan di bidang 
ekonomi menjadi semakin tidak terbatas, arus informasi sangat cepat 
dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. 
Hal ini membuat persaingan antar negara di dunia semakin kompetitif. 
Negara-negara Asia seperti India, Jepang, dan China bergerak maju 
dengan kencang, dan Indonesia kalah jauh dalam hal kompetisi daya 
saing. Bahkan dengan Negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, 
dan Vietnam, terutama dalam hal perdagangan bebas, Indonesia sudah 
mulai tersusul. Dengan perdagangan bebas, produk dan jasa dari Negara 
manapun bersaing bebas dalam sebuah Negara sehingga hanya produk 
dan jasa yang memiliki keunggulan kompetitiflah yang dapat menguasai 
pasar1. Indonesia harus meningkatkan daya saingnya, ini merupakan suatu 
hal yang tidak dapat ditawar lagi.

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar yang kedaulatannya 
telah diakui oleh dunia. Dengan daratan seluas 1,922 juta kilometer persegi 

1 	Adi Surya, “Kompetisi Global dan Daya Saing Bangsa”, kompasiana https://www.kom-
pasiana.com/adisurya/551044cba333111c37ba82ce/kompetisi-global-dan-daya-sa-
ing-bangsa, pada tanggal 3 November 2020 pukul 19.00.



18 | Edisi 32 Tahun 2020 Edis i   8  |  Tahun 2017

yang terdiri dari 17.504 pulau dan perairan, Indonesia merupakan rumah 
bagi hampir 270 juta penduduk2. Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai 
suku, budaya, dan agama. Dengan kemajemukan ini, perlu ditanamkan 
nilai-nilai kebangsaan baik yang bersumber dari Pancasila, Bhineka Tunggal 
Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maupun Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam upaya 
mengawal NKRI melalui penerapan nilai kesatuan wilayah, nilai persatuan 
bangsa, serta nilai kemandirian untuk membawa bangsa Indonesia 
menuju kesejahteraan dan kemakmuran. Nilai kesatuan wilayah, persatuan 
bangsa, dan kemandirian berperan penting karena dapat meningkatkan 
kemampuan daya saing dan mengurangi ketergantungan terhadap bangsa 
lain. Implementasi nilai-nilai ini dengan memprioritaskan pembangunan di 
daerah perbatasan negara, pulau tertinggal, terluar dan terdepan, daerah 
terpencil atau tertinggal, serta wilayah-wilayah yang strategis, seperti 
misalnya Batam, diharapkan akan dapat meningkatkan daya saing serta 
membangun kemandirian Indonesia khususnya di bidang ekonomi.

Wilayah Batam yang merupakan wilayah perbatasan dengan Singapura 
dan Malaysia, dikembangkan sebagai Daerah Berikat sejak tahun 1960an 
dan ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 
Bebas (Free Trade Zone/FTZ) sejak tahun 2007. Daerah Berikat dan FTZ 
bertujuan untuk menarik minat investasi dari Negara-negara lain dengan 
pembebasan bea masuk, PPN, serta upah tenaga kerja dan harga tanah 
yang murah3. Dengan meningkatnya investasi maka akan menjamin 
kontinuitas pembangunan ekonomi, menyerap tenaga kerja dan menekan 
kemiskinan, sehingga meningkatkan kesejahteraan rakyat4.

Batam merupakan proyek prioritas strategis dan telah ditetapkan 
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-
2024. Pembangunan Batam sebagai daerah perbatasan negara 
mengejawantahkan nilai-nilai kesatuan wilayah dan persatuan bangsa, 
meningkatkan kemandirian Indonesia dengan peningkatan daya saing 

2 	World Bank, 2018; https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia , pada tanggal 3 November 
2020 pukul 20.30.

3 	Umar Juoro, Media Indonesia, https://mediaindonesia.com/read/detail/116916-zona-
perdagangan-bebas-lebih-menarik-investasi , pada tanggal 3 November 2020 pukul 
19.40.

4 	Eddy Cahyono Sugiarto, Investasi dan Indonesia Maju, Sekretariat Negara https://
www.setneg.go.id/baca/index/investasi_dan_indonesia_maju , pada tanggal 3 Novem-
ber 2020 pukul 21.14;
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ekonomi terhadap negara lain sehingga dapat mengawal NKRI menuju 
kemandirian bangsa.

II.	MET ODE PENULISAN

Tujuan penulisan makalah ini adalah menganalisis dampak pelaksanaan 
pembangunan di wilayah perbatasan khususnya pembangunan ekonomi 
di Batam terhadap penguatan nilai-nilai Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, yaitu nilai kesatuan wilayah, nilai persatuan bangsa, dan nilai 
kemandirian yang diharapkan dapat meningkatkan kemandirian Indonesia 
dengan peningkatan daya saing ekonomi terhadap negara lain sehingga 
dapat mengawal NKRI menuju kemandirian bangsa. Dalam penulisan ini 
menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis metode studi literatur, yaitu 
menyajikan beberapa referensi terkait fokus penelitian yang sesuai dengan 
tema atau topik. Kemudian membaca, mencatat, menganalisis dan atau 
menyimpulkan isi tulisan pada jurnal ilmiah, buku atau hasil penelitian 
lainnya.

iii.	PEMBAHASAN

Indonesia terdiri dari 5 (lima) pulau besar yaitu Jawa, Sumatera, 
Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Pulau yang paling padat populasinya adalah 
Pulau Jawa, yang mencakup setengah dari seluruh penduduk Indonesia. 
Selain kepadatan penduduk, pusat pemerintahan juga berada di Pulau 
Jawa. Hal ini membuat pembangunan lebih banyak terkonsentrasi di satu 
pulau dan membuat daerah lain terabaikan, mengakibatkan berkurangnya 
sikap kesatuan wilayah dan persatuan sehingga dikhawatirkan dapat terjadi 
disintegrasi bangsa.

Penduduk Indonesia juga memiliki pluralisme yang tinggi karena terdiri 
dari berbagai suku, budaya, dan agama. Dengan kemajemukan ini, perlu 
ditanamkan nilai-nilai kebangsaan yang meliputi nilai kesatuan wilayah, 
nilai persatuan bangsa, serta nilai kemandirian untuk membawa bangsa 
Indonesia menuju kesejahteraan dan kemakmuran.

Nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari NKRI meliputi Nilai 
Kesatuan Wilayah, Nilai Persatuan Bangsa, dan Nilai Kemandirian5. Nilai 

5 	Lemhanas, 2012:46, dalam http://dokumen.itenas.ac.id/download.php?id=197 , pada 
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kesatuan wilayah didasari oleh bentuk Negara kepulauan dengan konsep 
wawasan nusantara, berdasarkan Deklarasi Juanda 1957, yaitu wilayah 
yang dipersatukan oleh laut dan udara di atasnya dilihat secara utuh 
sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara6.

Konsepsi wawasan nusantara ini merupakan kedaulatan Negara 
Kepulauan Republik Indonesia (NKRI) yang telah diakui dalam Article 49 
United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) yang 
berbunyi “The sovereignty of an archipelagic State extends to the waters 
enclosed by the archipelagic baselines drawn in accordance with article 
47, described as archipelagic waters, regardless of their depth or distance 
from the coast” atau dapat diartikan bahwa kedaulatan Negara kepulauan 
meliputi perairan yang dikelilingi oleh garis-garis pangkal, termasuk udara 
di atasnya serta dasar laut di bawahnya7.

Implementasi nilai kesatuan wilayah di antaranya adalah pembangunan 
daerah melalui otonomi daerah dan prioritas pembangunan wilayah 
di daerah perbatasan Negara, daerah terpencil/terisolasi, dan daerah 
tertinggal8. Pembangunan yang semula terpusat di Pulau Jawa harus 
diubah prioritasnya menjadi pemusatan di daerah-daerah terutama daerah 
perbatasan negara, pulau tertinggal, terluar dan terdepan, serta wilayah-
wilayah yang strategis.

Nilai persatuan bangsa dapat dimaknai bahwa bangsa Indonesia yang 
terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama telah menyatukan diri dalam 
ikatan kesatuan bangsa dan menjadi satu kesatuan wilayah yang utuh dan 
tidak terpisahkan9. Persatuan bangsa harus diupayakan untuk mencegah 
dan mengatasi perpecahan dan disintegrasi bangsa.

Implementasi nilai persatuan bangsa meliputi pembangunan kesadaran 
integrasi nasional, kesadaran multikulturalisme, menghormati kesamaan 

tanggal 2 November 2020 pukul 20.15;
6	 Deklarasi Juanda, 1957 dalam http://dokumen.itenas.ac.id/download.php?id=197, 

pada tanggal 2 November 2020 pukul 20.15;
7 	https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_kelautan.pdf , pada tanggal 4 

November 2020 pukul 22.20;
8	 Materi NKRI	  http://dokumen.itenas.ac.id/download.php?id=197 , pada tanggal 2 

November 2020 pukul 20.15;
9	 Materi NKRI	  http://dokumen.itenas.ac.id/download.php?id=197 , pada tanggal 2 

November 2020 pukul 20.15;
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kedudukan di hadapan hukum dan menghargai hak asasi manusia10. 
Integrasi nasional merupakan kunci dalam memupuk dan memperkokoh 
nilai persatuan bangsa yang merupakan faktor utama bagi modal 
pembangunan nasional. Pembangunan di wilayah perbatasan negara, 
pulau-pulau terluar, wilayah-wilayah strategis, serta daerah terpencil dan 
tertinggal, bertujuan untuk mengintegrasikan wilayah tersebut ke dalam 
pembangunan Indonesia secara utuh dan meningkatkan semangat 
nasionalisme serta persatuan bangsa.

Nilai kemandirian secara luas dapat diartikan sebagai kemampuan 
bangsa Indonesia yang dilandasi oleh rasa nasionalisme, semangat 
kemerdekaan dan persatuan bangsa agar memiliki kuasa untuk menentukan 
nasib dan arah kehidupan kebangsaannya dalam rangka mencapai cita-
cita dan tujuan nasional melalui pembangunan nasional11.

Implementasi nilai kemandirian di antaranya adalah peningkatan daya 
saing bangsa ke akses globalisasi, perluasan kesempatan kerja, kemampuan 
dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur yang 
memadai dan seimbang antar daerah serta pengembangan sikap 
kewirausahaan (entrepreneurship)12. Pemerataan pembangunan nasional 
ke daerah atau wilayah strategis misalnya seperti Aceh, Batam-Bintan, 
Nunukan, Maluku, dan Papua dimaksudkan untuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat, menciptakan daya saing yang tinggi serta memperluas 
lapangan kerja.

Pembangunan Batam sebagai proyek prioritas strategis diatur dalam 
Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-202413. Hal yang 
melatarbelakangi prioritas ini adalah kawasan Batam di Provinsi Kepulauan 
Riau berada di lokasi strategis terhadap hub di Singapura serta status Batam 
sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sehingga 
berpotensi menarik pasar global terutama di wilayah Asia.

10	Materi NKRI	  http://dokumen.itenas.ac.id/download.php?id=197 , pada tanggal 2 
November 2020 pukul 20.15;

11	 Materi NKRI	  http://dokumen.itenas.ac.id/download.php?id=197 , pada tanggal 2 
November 2020 pukul 20.15; 

12	Materi NKRI	  http://dokumen.itenas.ac.id/download.php?id=197 , pada tanggal 2 
November 2020 pukul 20.15; 

13	https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/131386/perpres-no-18-tahun-2020, pada 
tanggal 4 November 2020 pukul 21.00;
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Manfaat dari pembangunan wilayah Batam diharapkan dapat 
meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi wilayah dengan rata-rata 
mencapai 5,83%, dan meningkatkan kontribusi terhadap laju pertumbuhan 
ekonomi nasional sebanyak 6,0%14. Selain itu, pembangunan wilayah 
Batam diharapkan dapat meningkatkan investasi luar negeri (foreign 
direct investment) secara nasional, meningkatkan nilai kontribusi dan laju 
pertumbuhan sektor industri pengolahan, menyerap tenaga kerja dan 
menurunkan tingkat penggangguran di Provinsi Kepulauan Riau, serta 
meningkatkan nilai ekspor wilayah serta kontribusi dalam peningkatan 
nilai ekspor nasional15.

IV.	PENUTUP

Kesimpulan:

1.	 Implementasi nilai-nilai kesatuan wilayah, persatuan bangsa, dan 
kemandirian dilaksanakan dengan pemerataan pembangunan 
nasional. Pembangunan yang sebelumnya terpusat di Pulau Jawa, 
diprioritaskan pemerataannya ke daerah-daerah perbatasan negara, 
daerah terpencil, pulau tertinggal, terluar dan terdepan, serta wilayah-
wilayah yang strategis.

2.	 Pembangunan Ekonomi di Batam merupakan pengejawantahan dari 
nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari NKRI ini untuk mewujudkan 
kesejahteraan dan kemakmuran Indonesia. Pemerintah berkomitmen 
terhadap pembangunan Batam dengan menetapkannya sebagai 
proyek prioritas strategis dalam RPJMN 2020-2024. Hal ini sangat 
krusial sebagai pengungkit dalam meningkatkan daya saing negara 
dan mencapai kemandirian bangsa.

Saran:

Prioritas pemerataan pembangunan diharapkan terus diperkuat ke 
daerah-daerah lain selain Batam. Desa sebagai entitas wilayah administratif 
terkecil di Indonesia memegang peranan yang besar dalam penerapan 

14	https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/131386/perpres-no-18-tahun-2020, pada 
tanggal 4 November 2020 pukul 21.00;

15	https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/131386/perpres-no-18-tahun-2020, pada 
tanggal 4 November 2020 pukul 21.00.
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nilai-nilai kebangsaan. Dengan penguatan dan pemberdayaan masyarakat 
desa melalui implementasi nilai-nilai kesatuan wilayah, persatuan bangsa 
dan kemandirian akan membawa Indonesia makmur dan sejahtera.
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Titik Kritis/Red Flags 
Pelaksanaan PBJ Secara 
Swakelola dan Cara 

Menghindarinya.
D w i  A r i  W i b a w a ,  S I P,  M . M

Widyaiswara Madya pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

Abstrak

Pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan melalui swakelola 
dan/atau penyedia. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui 

swakelola harus dilakukan secara sistematis melalui tahapan perencanaan, 
persiapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban swakelola. Ada beberapa 
titik kritis/red flags dalam tahapan pelaksanaan pekerjaan swakelola. Titik 
kritis tersebut antara lain Pelaksanaan swakelola tidak sesuai dengan 
rencana kerja yang ditetapkan oleh PPK, Penggunaan tenaga kerja, sarana 
prasarana/peralatan, dan material/bahan tidak sesuai dengan jadwal 
pelaksanaan, tidak dibuat laporan swakelola dan dokumentasi kegiatan 
dengan baik, tidak dilakukan penyerahan hasil pekerjaan swakelola sesuai 
ketentuan, Tim pengawas tidak melakukan pengawasan atas pekerjaan 
swakelola secara maksimal. 

Untuk mengatasi penyimpangan dalam tahapan pelaksanaan pekerjaan 
swakelola maka harus diambil beberapa tindakan. Tindakan tersebut adalah 
memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan swakelola dilakukan sesuai 
rencana kerja yang ditetapkan oleh PPK, memastikan bahwa penggunaan 
tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan, dan material/bahan sesuai 
dengan jadwal pelaksanaan, memastikan laporan pelaksanaan swakelola 
dibuat dengan benar, memastikan penyerahan hasil pekerjaan swakelola 
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dilakukan sesuai ketentuan, memastikan tim pengawas telah melakukan 
pengawasan atas pekerjaan swakelola secara maksimal 
Kata kunci : Pelaksanaan Swakelola, Penyimpangan 

Merujuk pada Perpres 16 tahun 2018, pada pasal 3 menyatakan bahwa 
untuk mendapatkan barang/jasa setiap satker dapat melaksanakan melalui 
swakelola dan/atau melalui penyedia. Pengadaan Barang/Jasa melalui 
Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri 
oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah, Kementerian / Lembaga/ 
Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok 
masyarakat. Pengadaan barang /jasa melalui penyedia adalah Pengadaan 
Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang 
disediakan oleh Pelaku Usaha.

Pengadaan barang/jasa melalui swakelola dilaksanakan melalui tahapan 
perencanaan swakelola, persiapan swakelola, pelaksanaan swakelola dan 
pengawasan swakelola. Pengadaan barang/jasa melalui swakelola dibagi 
menjadi 4 tipe, yaitu :

1.	 tipe I, swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh 
Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah penanggung jawab 
anggaran;

2.	 tipe II, swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian 
/ Lembaga / Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan 
dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain 
pelaksana Swakelola;

3.	 tipe III, swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian 
/ Lembaga / Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan 
dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola; dan

4.	 tipe IV, swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/
Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan 
usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh 
Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.
Pada dasarnya kegiatan yang dilakukan pada tahapan pelaksanaan 

swakelola bergantung pada tipe swakelola yang dipilih. Kegiatan pada 
tahapan pelaksanaan swakelola tersebut adalah pelaksanaan pekerjaan 
swakelola sesuai jadwal dan rencana yang ditetapkan, pembayaran 
pekerjaan swakelola dan pengawasan oleh tim pengawas. 
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Ada beberapa titik kritis/red flags dalam pengadaan barang/jasa secara 
swakelola yang harus diperhatikan oleh para pelaku pengadaan. Berikut 
adalah beberapa titik kritis/red flags dalam tahapan pelaksanaan swakelola:

a.	 Pelaksanaan swakelola tidak sesuai dengan rencana kerja yang 
ditetapkan oleh PPK

b.	 Penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan, dan material/
bahan tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan 

c.	 Tidak dibuat laporan swakelola dan dokumentasi kegiatan dengan 
baik

d.	 Tidak dilakukan penyerahan hasil pekerjaan swakelola sesuai ketentuan
e.	 Tim pengawas tidak melakukan pengawasan atas pekerjaan swakelola 

secara maksimal
Bagaimana agar pelaksanaan swakelola tersebut tidak terjadi 

penyimpangan? Berikut akan diuraikan tindakan-tindakan yang harus 
dilakukan agar pelaksanaan tahapan pelaksanaan swakelola dapat 
dilakukan dengan baik.

A.	M emastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan swakelola dilakukan sesuai 
rencana kerja yang ditetapkan oleh PPK.

Salah satu output pada tahapan persiapan swakelola adalah rencana 
kegiatan. Rencana kegiatan ini harus mendapat persetujuan berupa 
penetapan dari PPK, termasuk rencana kegiatan yang dibuat oleh kelompok 
masyarakat. Rencana kegiatan yang ditetapkan oleh PPK ini akan menjadi 
acuan untuk mengontrol semua aktivitas pelaksanaan swakelola. Dengan 
adanya rencana kegiatan ini maka proses pengendalian dan pencapaian 
tujuan swakelola dapat diawasi dengan baik. Rencana kegiatan ini juga 
dapat digunakan oleh PPK untuk meminimalisir ketidakpastian dalam 
pelaksanaan swakelola, meminimalisir pemborosan penggunaan sumber 
daya, dan rencana kegiatan ini juga dapat berfungsi sebagai standar dalam 
pengawasan kualitas pelaksanaan swakelola. 

Pada tahapan pelaksanaan swakelola, aktifitas yang dilakukan 
harus berpedoman pada rencana kegatan swakelola ini. Apabila dalam 
pelaksanaan pekerjaan swakelola ada perubahan dari rencana kegiatan, 
sebelum dilaksanakan seharusnya mendapat persetujuan dari PPK terlebih 
dahulu.
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B.	M emastikan bahwa penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/
peralatan, dan material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan

Output lain pada tahapan persiapan swakelola adalah jadwal 
pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan pekerjaan swakelola ini berfungsi sebagai:

a.	 pedoman dalam pelaksanaan swakelola, 
b.	 pedoman bagi PPK untuk melakukan monitoring bahwa pekerjaan 

sesuai jadwal atau tidak, 
c.	 pedoman untuk mengevaluasi pekerjaan yang sudah selesai, pedoman 

mengatur kecepatan suatu aktivitas, sebagai pedoman untuk 
menentukan tahap-tahap pekerjaan sesuai urutan waktu, 

d.	 pedoman untuk memperkirakan biaya yang harus disediakan, 
e.	 acuan untuk memperkirakan jumlah tenaga kerja, jumlah dan macam 

alat serta material yang diperlukan. 
Dengan adanya jadwal pelaksanaan ini pelaksana swakelola dapat 

mengidentifikasi kapan waktu yang tepat dalam penggunaan tenaga kerja, 
sarana prasana/peralatan dan materiil/bahan sehingga dapat dihindari 
penumpukan atau overlapping dalam penggunaan alat/material atau 
tenaga kerja. Apabila ada perubahan jadwal pelaksanaan, maka harus 
disampaikan terlebih dahulu perubahan tersebut kepada PPK.

Selain itu harus dibuat laporan penerimaan dan penggunaan tenaga 
kerja, sarana/peralatan dan material / bahan. Laporan penerimaan dan 
penggunaan tenaga kerja, sarana/peralatan dan material/bahan ini dapat 
digunakan oleh PPK untuk mengendalikan penggunaan tenaga kerja, 
sarana, material, sehingga apabila ditemukan adanya pemborosan dapat 
diketahui lebih awal. 

C.	M emastikan laporan pelaksanaan swakelola dibuat dengan benar

Berdasarkan peraturan kepala LKPP No.9 Tahun 2018, ada beberapa 
laporan swakelola dan dokumentasi dalam pelaksanaan pekerjaan 
swakelola. Laporan dan dokumentasi tersebut adalah 

a. 	 Laporan pendahuluan yang memuat tentang rencana pelaksanaan, 
metodologi, pengorganisasian dan uraian tugas, serta jadwal 
pelaksanaan; 

b. 	Laporan antara (interim report) yang memuat tentang hasil survei/
tinjauan pustaka/tinjauan lapangan/pengumpulan data/ inventarisasi 
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masalah dan hasil pengolahan data; 
c. 	 Laporan draf akhir (draft final report) yang memuat draf hasil kegiatan; 
d. 	Laporan akhir (final report) yang memuat hasil kegiatan; 
e. 	 Laporan bulanan yang memuat tentang capaian realisasi fisik, realisasi 

keuangan, evaluasi kegiatan (hambatan dan rencana tindak lanjut) 
disertai dengan dokumentasi kegiatan Swakelola; dan/atau 

f. 	 Pelaporan Swakelola yang berupa pekerjaan konstruksi, pemeliharaan, 
dan/atau perawatan, maka pelaporannya disesuaikan dengan 
pelaksanaan tahapan kegiatan
Laporan tersebut dibuat oleh tim pelaksana kepada PPK. Laporan 

pelaksanaan pekerjaan swakelola ini dapat digunakan oleh PPK untuk 
mengendalikan pekerjaan agar output dan sasaran swakelola dapat 
tercapai sesuai rencana yang dibuat. 

D. Memastikan penyerahan hasil pekerjaan swakelola dilakukan sesuai 
ketentuan

Apabila pekerjaan swakelola sudah selesai, tim pelaksana Swakelola 
harus menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan 
kepada PPK dengan membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. 
Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan ini 
dilakukan kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas. 

Setelah dilakukan penyerahan pekerjaan swakelola kepada PPK, langkah 
berikutnya PPK harus menyerahkan hasil pekerjaan (termasuk barang/jasa 
yang berbentuk aset) kepada PA/KPA. Selanjutnya PA/KPA akan meminta 
PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/
jasa yang akan diserahterimakan.

E.	M emastikan tim pengawas telah melakukan pengawasan atas pekerjaan 
swakelola secara maksimal.

Tim pengawas mempunyai tugas untuk mengawasi persiapan dan 
pelaksanaan fisik maupun administrasi pekerjaan swakelola. Pengawasan 
ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa semua yang dijalankan oleh 
tim pelaksana telah sesuai dengan rencana kerja, jadwal pelaksanaan sudah 
ditetapkan oleh PPK. Dengan adanya pengawasan oleh tim pengawas maka 
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dapat diketahui apakah pelaksanaan swakelola terjadi penyimpangan atau 
tidak, sehingga dapat segera diambil tindakan perbaikan yang diperlukan. 

Tim Pengawas melaksanakan tugas untuk melakukan pengawasan 
administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan 
penyerahan hasil pekerjaan. Pengawasan meliputi: 

a. 	 verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan; 
b. 	pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk mengetahui 

realisasi fisik meliputi: 
1. 	pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan; 
2. 	pengawasan penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil 

atau tenaga pendukung) dan jasa konsultansi, sarana prasarana/
peralatan dan material/bahan; 

3. 	pengawasan pengadaan Barang/Jasa ( jika ada).
c. 	 Pengawasan tertib administrasi keuangan. 

Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi 
Swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, Tim 
Pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada PPK, tim 
persiapan atau tim pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif

Daftar Pustaka

Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan Kepala LKPP No. 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola
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BELANJA PERANGKAT 
LUNAK SESUAI TINGKAT 

KEPENTINGAN
E m i r  S u r y o  G u r i t n o ,  S E . ,  S H . *

emirsuryoguritno@gmail.com

A.	PENDAHULUAN

Dalam era serba computer saat ini, tidak bisa dihidari bahwa perangkat 
yang bernama komputer tidak bisa dihindari untuk dibeli baik untuk 
kalangan bisnis swasta maupun kantor pemerintah.

Namun membeli itu mudah namun memilih yang sesuai dengan 
kebutuhan itu yang memerlukan kejelian dan tentu saja penulis disini juga 
belum tentu sejeli pembaca tulisan ini. Apalagi dengan telah terbitnya 
ketentuan perundang undangan dibidang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) 
maka untuk pemilihan software pendukung perangkat agar dapat bekerja 
secara optimal akan memerlukan budget tambahan selain budget untuk 
membeli perangkat tersebut.

Sudah kita ketahui bersama bahwa saat ini sudah “berserakan” software 
merayu untuk digunakan oleh penggunanya baik itu yang closed source 
maupun yang open source dan hal ini perlu untuk diketahui oleh khususnya 
unit pengguna perangkat manakala unit pengguna perangkat tersebut 
ingin membeli perangkat dia harus tahu apakah perangkat tersebut akan 
di dukung oleh perangkat lunak closed source atau closed source sehingga 
Rencana Anggaran Biaya yang akan di susun sesuai dengan kebutuhan 
dan tentu saja unit pengguna harus mengantisipasi jika ada pemotongan 
anggaran khususnya untuk software pendukung perangkat sehingga 
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mau tidak mau unit pengguna akan mencari alternative software yaitu 
open source karena jika menggunakan perangkat lunak closed source 
tanpa berbayar atau dengan istilah lain crack dan lain lain maka bayangan 
pelanggaran terhadap HAKI di depan mata.

B. MAKSUD TUJUAN

Tulisan ini dengan maksud untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya 
khususnya untuk pembelian perangkat lunak kebutuhannya khususnya 
untuk pegawai administrasi.

C.	PEMBAHA SAN

Untuk pegawai administrasi atau pegawai yang kiranya dalam bekerja 
dengan menggunakan PC hanya mempunyai output atau hasil kerja 
berupa surat menyurat baik berupa paper maupun paperless maka 
kemungkinan kebutuhan perangkat lunaknya sesuai table dibawah ini 
berserta perbandingan perangkat lunak open source dan closed sourced:

Tabel 1

No. Perangkat Lunak Open Source Perangkat Lunak Closed Source
1 Linux (IGOS, Ubuntu) Windows 10 Home 64 bit
2 Gimp ADOBE Photoshop CC
3 Dia Visio Standard Professional
4 Open Office Office Std 2019 SNGL OLP NL Acdmc
5 PDF Creator ADOBE Acrobat Pro CC
6 7-zip Winzip Versi 23
7 FreeCAD AutoCad 2D LT 2021 - 1 Year

Berdasarkan table kebutuhan perangkat lunak diatas, maka dilakukan 
penelurusan untuk mengetahui harga dari masing masing perangkat lunak 
tersebut dan diawali dengan perangkat lunak open source.
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Tabel 2

No. Perangkat Lunak Open Source Harga (Rp)
1 Linux (IGOS,/Ubuntul) Gratis
2 Gimp Gratis
3 Dia Gratis
4 Open Office Gratis
5 PDF Creator Gratis
6 7-zip Gratis
7 FreeCAD Gratis

Untuk diketahui bersama bahwa tidak semua perangkat lunak open 
source menggratiskan namun adapula yang berbayar khususnya untuk 
dukungan layanannya (support).

Tabel 3

No. Perangkat Lunak Closed Source Harga (Rp)
1 Windows 10 Home 64 bit 1.880.000
2 ADOBE Photoshop CC 5.650.000
3 Visio Standard Professional 4.950.000
4 Office Std 2019 SNGL OLP NL Acdmc 1.050.000
5 ADOBE Acrobat Pro CC 2.900.000
6 Winzip Versi 23 490.000
7 AutoCad 2D LT 2021 - 1 Year 4.100.000

Jika melihat table diatas maka dapat diketahui bahwa untuk kebutuhan 
pembelian perangkat lunak closed sourced sejumlah Rp 21.020.000,- 
jika dalam penelusuran harga tidak diketahui apakah harga diatas sudah 
termasuk PPN atau belum maka hubungi penjualnya atau tambah saja PPN 
10% (Rp. 2.102.000,-) maka akan diperoleh harga sejumlah Rp. 23.122.000,-. 
Sehingga RAB untuk perangkat lunak open source dapat dijabatkan sebagai 
berikut:



Edisi 32 Tahun 2020 | 33Edis i   8  |  Tahun 2017

Tabel 4

C.1 Tingkat Kepentingan

Adakalanya unit instansi tidak selalu mengabulkan rencana pembelian 
namun adakalanya pula mengabulkan dengan syarat tertentu nilai sekian 
persen dari anggaran. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka perlu untuk 
dibuatkan tingkat kepentingan untuk setiap masing masing produk dengan 
cara memberikan 1 (satu) untuk produk paling penting dan seterusnya, 
pemberian nilai ini bisa dilakukan oleh unit pengguna atau pihak lain 
missal karena ini pembelian perangkat lunak maka pihak divisi/bagian IT 
bisa memberikan penilaian tingkat kepentingan. 

Tabel 5

Pada table diatas sudah dapat diketahui tingkat kepentingannya, nilai 
1 (satu) diberikan kepada windows 10 Home 64 bit karena merupakan 
operating system karena perangkat lunak ini yang akan menjalankan suatu 
perangkat computer.
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C.2 Mengurutkan jenis perangkat lunak berdasarkan tingkat kepentingan

Tabel 6

Pada table 6 diatas dapat diketahui produk mana saja yang paling 
penting menurut unit pengguna atau pemberi nilai tingkat kepentingan. 
Dengan adanya table 6 ini maka selanjutnya diberi informasi harga untuk 
masing masing perangkat lunak dan nilai kumulatifnya sebagai diperoleh 
data sebagaimana table 7 dibawah ini:

Tabel 7

Adakalanya karena memprioritaskan hal tertentu maka pembelian 
perangkat lunak kadang di hindari, dengan asumsi terjadi keterbatasan 
anggaran maka dengan data dibawah ini dapat diketahui perangkat 
lunak closed source mana saja yang dapat dibeli dan tentu saja sisanya 
menggunakan perangkat lunak closed source.
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Tabel 8

Jika anggaran yang disediakan sebesar 75% dari RAB awal maka akan 
perangkat lunak yang akan diperoleh unit pengguna adalah sebagai 
berikut:

Tabel 9

Jika anggaran yang disediakan sebesar 50% dari RAB awal maka akan 
perangkat lunak yang akan diperoleh unit pengguna adalah sebagai 
berikut:

Tabel 10
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Jika anggaran yang disediakan sebesar 30% dari RAB awal maka akan 
perangkat lunak yang akan diperoleh unit pengguna adalah sebagai 
berikut:

Tabel 11

D.	KE SIMPULAN

Dengan memberikan nilat tingkat kepentingan oleh unit pengguna/
divisi IT pada masing masing perangkat lunak yang akan dibeli akan 
mempermudah bagian pembelian untuk memberikan alternative pilihan 
jika terjadi keterbatasan anggaran.

Tidak semua unit pengguna familiar/terbiasa dengan perangkat lunak 
open source dan dengan adanya alternative pilihan ini mau tidak mau unit 
pengguna sedikit “belajar” menggunakan perangkat lunak open source 
mengingat bagian pembelian atau bagian IT tidak merekomendasikan 
penggunaan perangkat lunak illegal (closed source tanpa lisensi).

E.	 REFERENSI

http://www.viraindo.com
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APLIKASI PENOMORAN 
SURAT KELUAR DI 

LINGKUNGAN BALAI 
PELAKSANA PENYEDIAAN 

PERUMAHAN JAWA IV

E m i r  S u r y o  G u r i t n o ,  S H . ,  d a n  G e b y a r  A r u m b i n a n g  L e g o w o

A.	PENDAHULUAN

Pembuatan aplikasi penomoran surat keluar ini sebagai Langkah 
pencegahan khususnya terhadap surat surat yang beredar yang ke-
mungkinan akan mengatasnamakan instansi pembuat surat tersebut, 
yang tentu saja dengan adanya surat “hoax” tersebut maka dimung-
kinkan pula akan menimbulkan kerugian mengingat minimnya sarana 
untuk melakukan validasi terdapat surat tersebut, walaupun beberapa 
instansi telah menyediakan call center untuk hal tersebut. Dengan 
dasar ini maka penulis dibantu dengan salah satu pegawai BP2P Jawa 
IV yang berlatar belakang pendidikan programmer membangun suatu 
aplikasi yang kiranya dapat mempermudah dalam penerbitan nomor 
surat dan dapat memvalidasinya.
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B.	LANGKAH  PENGGUNAAN

1.	 Dengan mengetikan URL tertentu akan terbuka aplikasi penomoran 
surat keluar dengan tampilan sebagai berikut:

	 Pada halaman depan aplikasi terdapat menu login dan traking suratdan 
menampilkan banner SSL.

2.	 Setelah memasukkan username dan password pada maka pengguna 
akan ditampilkan halaman sebagai berikut:
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	 Pada gambar diatas menampilkan halaman dasboard dengan 
menampilkan RSS berita dari beberapa media massa.

3.	 Untuk memulai membuat nomor surat pada menu sebelah kiri 
terdapat tulisan “Surat Keluar”, dengan klik tulisan tersebut maka akan 
menampilkan halaman sebagai berikut:

 

	
	 Pada gambar diatas menampilkan beberapa nomor surat keluur yang 

telah diterbitkan oleh pengguna.
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4.	 Pada gambar diatas terdapat menu “Input”, klik menu tersebut dan 
akan menampilkan submenu “Klasifikasi Arsip” dan “Naskah Dinas 
Korespondensi” dan akan memunculkan beberapa isian (form) yang 
harus di isi oleh Pengguna.

 

5.	 Dengan klik “Jenis Surat” maka akan terlihat beberapa pilihan diantara 
ada pilihan “Nota Dinas”, “ Surat Tugas” pilihlah tergantung jenis surat 
akan yang akan pengguna terbitkan.
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6.	 Setelah mengisi form maka klik “Update Nomor” untuk mendapatkan 
nomor untuk di tempelkan pada surat yang akan diterbitkan oleh 
pengguna. Upload surat untuk disimpan di database dan klik “Simpan” 
untuk mengakhiri penggunakan aplikasi.

C.	 VALIDASI NOMOR SURAT KELUAR

Untuk memvalidasi apakah nomor surat benar telah diterbitkan melalui aplikasi 
ini maka cukup dengan membuka halaman depan aplikasi dan ketikkan nomor 
dengan lengkap dan benar surat pada “Tracking Surat”. 

Untuk pengetikan nomor dengan lengkap dan benar maka akan muncul 
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tulisan “Nomor Surat VALID..”

	 Untuk pengetikan nomor dengan lengkap dan benar maka akan 
muncul tulisan “Nomor Surat TIDAK VALID !”
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D.	KE SIMPULAN

Dengan adanya “Tracking Surat” pada aplikasi diharapkan memudahkan 
penerima surat untuk memvalidasi apakah surat yang di terima itu benar 
atau tidak. Namun “Tracking Surat” bisa dikatakan sebagai jembatan bagi 
suatu instansi yang akan menerapkan Certification Authority (CA) pada 
sistem pembuatan surat menyuratnya.
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Pemenuhan Kebutuhan 
Barang/Jasa Pemerintah, 

jangan dilihat dari Objeknya!

C h r i s t i a n  G a m a s

i.	P engantar

Pasal 4 huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa (Perpres 16/2018) menunjukkan bahwa salah satu 
tujuan Pengadaan adalah menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap 
uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, 
lokasi, dan Penyedia. Tujuan dari Perpres 16/2018 ini dapat dicapai dengan 
berbagai macam kebijakan, dimana untuk mencapai tujuan yang digariskan 
dalam Pasal 4, salah satunya adalah Pasal 5 huruf a yaitu meningkatkan 
kualitas perencanaan pengadaan Barang/Jasa.

II.	P erencanaan Pengadaan

Pasal 18 ayat (1) menunjukkan bahwa Perencanaan Pengadaan meliputi:

•	 Identifikasi kebutuhan

•	 Penetapan barang/jasa

•	 Cara

•	 Jadwal; dan

•	 Anggaran
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Kualitas Perencanaan pengadaan barang/jasa yang meningkat disini 
bukan sekedar melihat Objek dari Barang/Jasa saja, sebagai contoh untuk 
Pengadaan Gedung Kantor, tidak lantas langsung otomatis menjadi 
kebutuhan yang dipenuhi dengan jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi 
semata. Khususnya dalam hal kebutuhan kantor yang sudah teridentifikasi 
sebagai sebuah Kebutuhan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan 
Penetapan Jenis Barang/Jasa.

Penetapan Jenis Barang/Jasa dalam Pasal 3 ayat (1) terbagi menjadi 
Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, dan Jasa Lainnya, yang 
kemudian dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilaksanakan sebagai Pengadaan 
terintegrasi.

Bila Kantor tersebut sudah tersedia dan dibeli langsung dengan 
membeli bangunan yang sudah berdiri pada sebuah lokasi yang dimiliki 
oleh pihak lain dan memang diperdagangkan maka proses ini menjadi 
Pengadaan Barang. Kalau ternyata Bangunan Gedung digunakan hanya 
dalam waktu tertentu dan tidak dibeli dan berupa sewa saja dimana sewa 
merupakan sistem tata kelola properti yang telah dikenal luas di dunia 
usaha properti maka dapat dikategorikan sebagai Pengadaan Jasa Lainnya, 
sedangkan dalam hal Pemerintah untuk Pengadaan Gedung Kantor 
tersebut membangun suatu bangunan maka menjadi Pekerjaan Konstruksi 
dan dikombinasi dengan Jasa Konsultansi untuk kebutuhan Perancangan 
dan Pengawasannya.

Selanjutnya setelah mengidentifikasi jenis Penetapan Barang/Jasa 
tersebut diadakan maka dilakukan analisis berupa matriks mana yang 
lebih baik? Apakah kita membuat sendiri Barang/Jasa tersebut (make) 
atau membeli (buy). Pelaksanaan pekerjaan dengan cara swakelola 
bisa digunakan bila kita memiliki sumber daya yang telah dimiliki, akan 
lebih murah tentunya, pertimbangan untuk kegiatan yang berbeda Unit 
Organisasi/Perangkat Daerah harus lebih kepada tingkatan pembahasan 
yang inklusif dan lebih serius serta memperhatikan aspek strategis, 
keberadaan sumber daya yang terbatas dalam hal memerlukan pelaksanaan 
yang tidak perlu dilakukan sendiri sebagai pelaksana dan penerima manfaat 
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maka bisa menggunakan pengadaan dengan Cara Penyedia, jadi bisa 
disimpulkan keputusan membuat (make) atau membeli (made) merupakan 
pertimbangan yang perlu diambil sebelum memutuskan swakelola atau 
penyedia, pertimbangan ini tentunya mempertimbangkan keseluruhan 
Aspek Perencanaan Pengadaan yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1).

III.	Optimalisasi Tahap Perencanaan Pengadaan

Dengan demikian maka ada baiknya untuk memperhatikan 
Optimalisasi Kualitas Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, khususnya 
bila kita menyadari bahwa batasan dari terpenuhinya kebutuhan adalah 
Anggaran. Urutan berpikir tersebut dalam pasal 18 ayat (1) menunjukkan 
langkah-langkahyang dapat dilakukan untuk memenuhi Kebutuhan yang 
telah diidentifikasi, adapun kita semua menyadari bahwa Anggaran adalah 
sumber daya yang terbatas, dengan demikian Pihak yang melaksanakan 
Perencanaan Pengadaan harusnya sudah siap dengan beberapa skenario 
optimal untuk memenuhi Kebutuhan tersebut, bila hal ini dilakukan 
secara serius dan teroptimalisasi, maka tercapailah peningkatan kualitas 
perencanaan pengadaan Barang/Jasa (Pasal 5 huruf a Perpres 16/2018) dan 
tercapailah Tujuan Pengadaan dalam Pasal 4 huruf a, yaitu menghasilkan 
barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari 
aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.

Dengan demikian Paradigma untuk menyeragamkan sebuah Jenis 
Barang/Jasa dan Cara Pengadaan dengan melihat keluaran akhir belum 
tentu membuat sebuah proses Pengadaan menjadi Optimal. Saya pernah 
mendengar sebuah Paket Pengadaan fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) 
yang di usulkan warga, nilai nya apabila diusulkan berdasarkan hitungan 
RAB Kelompok Masyarakat tersebut sebut saja 50 juta Rupiah, dalam tahap 
Identifikasi Kebutuhan usulan Kelompok Masyarakat tersebut dipenuhi, 
namun karena ketiadaan pemahaman dalam Perencanaan dan terbiasa 
dengan pola pikir bahwa ini adalah Pekerjaan Konstruksi yang perlu 
dilaksanakan dengan Penyedia, maka biaya membengkak karena dengan 
“polosnya” Perangkat Daerah tersebut menetapkan Paket tersebut menjadi 
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Pekerjaan Konstruksi dengan Cara Penyedia yang juga selain Pekerjaan 
Konstruksi, juga menganggarkan Konsultan Perancang dan Konsultan 
Pengawas sehingga total biaya untuk pengadaan menjadi bengkak hingga 
dua kali lipat dibandingkan dengan memberikan saja anggaran tersebut 
pada Kelompok Masyarakat yang mengusulkan sebagai Swakelola Tipe IV.

IV.	Kesimpulan 

Secara garis besar terdapat 3 (tiga) tahapan Pengadaan Barang/
Jasa, yaitu Perencanaan, Persiapan, dan Pelaksanaan. Dalam hal tertentu 
kesibukan dalam proses Pengadaan terjadi karena Perencanaan Pengadaan 
tidak dioptimalisasikan dengan baik sehingga bersambung pada kesibukan 
dalam proses Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan yang membuat kita 
sibuk dan melupakan hakikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang 
bertujuan menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang 
dibelanjakan dikur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan 
penyedia. Pengadaan yang baik dimulai dari Perencanaan yang baik dengan 
berfokus bagaimana strategi untuk memperoleh Objek tersebut, bukan 
sebatas melihat objek tersebut biasanya dibuat. Demikian disampaikan, 
tetap semangat, tetap sehat, tetap berintegritas, dan salam pengadaan!
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Pemotongan/
Pemungutan Pajak atas 
Pembayaran Jasa EO oleh 

Instansi Pemerintah
I r a w a n  P u r w o  A j i

BDK Balikpapan | Email : irpurwoaji@gmail.com

Pendahuluan

Dalam melaksanakan suatu acara atau kegiatan, seringkali Instan-
si Pemerintah menggunakan jasa penyelenggara kegiatan atau sering 
disebut dengan event organizer (EO). Pengertian jasa penyelenggara ke-
giatan atau EO dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-141/
PMK.03/2015 adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa 
penyelenggara kegiatan meliputi antara lain penyelenggaraan pameran, 
konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi 
pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan. 
EO akan mengurus segala keperluan penyelenggaraan kegiatan sesuai 
permintaan pengguna jasa, baik untuk mencari pengisi acara atau nara-
sumber, mengatur peserta, mengelola konsumsi, mencarikan tempat atau 
gedung, dan sebagainya.

Dengan menggunakan jasa EO, Instansi Pemerintah akan lebih mu-
dah dalam menyelenggarakan kegiatan. Instansi Pemerintah hanya mem-
bayar kepada EO sesuai dengan kontrak yang telah disepakati kedua 
pihak. Dalam pembayaran kepada EO tersebut, tentunya terdapat kew-
ajiban pemotongan dan/atau pemungutan pajak yang harus dilakukan 
oleh Instansi Pemerintah. Dalam artikel ini akan dibahas mengenai cara 
melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak terkait pembayaran 
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atas jasa penyelenggara kegiatan atau EO. EO yang ada di Indonesia seba-
gian besar dilaksanakan oleh badan usaha. Oleh karena itu, pembahasan 
pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas pembayaran jasa EO oleh 
Instansi Pemerintah dibatasi untuk kegiatan EO yang berbentuk badan 
usaha. Artikel ini menggunakan metode deskripsi dengan menyajikan 
simulasi penghitungan pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas 
pembayaran kepada penyedia jasa EO.

Pembahasan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-231/
PMK.03/2019, Instansi Pemerintah ditunjuk sebagai pemotong dan/atau 
pemungut pajak atas belanja pemerintah. Pemotongan dan/atau pemun-
gutan pajak dilakukan atas jenis pajak Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 
(2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26 
serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau PPN dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah (PPnBM). 

Pembayaran kepada penyedia jasa penyelenggara kegiatan atau EO 
merupakan salah satu belanja pemerintah yang dilakukan pemotongan 
dan/atau pemungutan pajak oleh Instansi Pemerintah. Berdasarkan Un-
dang-Undang PPh, pembayaran kepada penyedia jasa EO akan dilaku-
kan pemotongan PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 2% (dua persen) dari 
jumlah bruto, tidak termasuk PPN. PPh Pasal 23 merupakan pajak yang 
dipotong oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, pe-
nyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan 
luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha 
tetap atas pembayaran:
a.	 deviden;
b.	 bunga;
c.	 royalti;
d.	 hadiah, bonus, penghargaan, dan sejenisnya selain yang telah dipotong 

PPh Pasal 21;
e.	 sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, 

kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan 
harta yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2); dan

f.	 imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa 
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konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong 
PPh Pasal 21.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-141/

PMK.03/2015, jasa penyelenggara kegiatan atau EO termasuk ke dalam jenis 
jasa lain yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23. Jasa penyelenggara 
kegiatan atau EO meliputi antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi, 
pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan 
kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan. 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) pemotongan PPh Pasal 23 adalah jumlah 
bruto pembayaran, tidak termasuk PPN. Jumlah bruto yang dimaksud 
adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam  bentuk 
apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh 
tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam 
negeri, penyelenggara  kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan 
perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib  Pajak dalam negeri atau 
bentuk usaha tetap, tidak termasuk:

a.	 pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain 
sebagai imbalan  sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan 
oleh Wajib Pajak penyedia tenaga  kerja kepada tenaga kerja yang 
melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;

b.	 pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan/pembelian barang 
atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan;

c.	 pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia 
jasa, terkait jasa yang diberikan oleh penyedia jasa; dan/atau

d.	 pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan penggantian 
(reimbursement)  atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa 
kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan.

Pembayaran tersebut dapat dikeluarkan dari DPP pemotongan PPh 
Pasal 23 jika dapat dibuktikan dengan:

a.	 kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan 
dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan 
tenaga kerja;

b.	 faktur pembelian atas pengadaan/pembelian barang atau material;
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c.	 faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis; dan
d.	 faktur tagihan dan/atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh 

penyedia jasa kepada pihak ketiga.

Namun jika penyedia jasa penyelenggara kegiatan atau EO tidak dapat 
menunjukkan bukti-bukti tersebut, maka DPP pemotongan PPh Pasal 
23 didasarkan atas jumlah bruto pembayaran, tidak termasuk PPN. Tarif 
pemotongan PPh Pasal 23 atas pembayaran kepada jasa penyelenggara 
kegiatan atau EO sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto, tidak termasuk 
PPN. Penyedia jasa akan dikenakan tarif pemotongan 100% (seratus 
persen) lebih tinggi jika penyedia jasa tidak memiliki Nomor Pokok Wajib 
Pajak (NPWP).

Selain pemotongan PPh Pasal 23, Instansi Pemerintah juga harus 
melakukan pemungutan PPN atas pembayaran kepada penyedia jasa 
penyelenggara kegiatan atau EO. Pemungutan PPN ini dilakukan jika 
penyedia jasa yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). 
Tarif pemungutan PPN sebesar 10% (sepuluh persen) dari DPP. Berdasarkan 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ.53/2003, DPP untuk 
menghitung PPN yang terutang atas penyerahan jasa penyelenggara 
kegiatan atau EO adalah meliputi:

a.	 biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha jasa 
penyelenggara kegiatan kepada pengguna jasa penyelenggara 
kegiatan;

b.	 imbalan yang diperoleh dan kegiatan tersebut termasuk bagi hasil; 
dan

c.	 biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha jasa 
penyelenggara kegiatan kepada pengguna jasa penyelenggara 
kegiatan karena pembatalan pemesanan kegiatan oleh pengguna jasa 
penyelenggara kegiatan.

Contoh pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas pembayaran 
kepada penyedia jasa penyelenggara kegiatan atau EO:

Instansi Pemerintah X membayarkan kepada CV ABC (EO, NPWP, 
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PKP) sebesar Rp110.000.000,00 (termasuk PPN) atas pemberian jasa 
penyelenggaraan kegiatan seminar di Instansi Pemerintah X. Atas 
pembayaran tersebut, penghitungan pemotongan dan/atau pemungutan 
sebagai berikut:

	 DPP			   = 100/110 x Rp110.000.000,00
				    = Rp100.000.000,00

	 PPh Pasal 23		  = 2% x Rp100.000.000,00
	 yang dipotong	 = Rp2.000.000,00

	 PPN yang dipungut	= 10% x Rp100.000.000,00
				    = Rp10.000.000,00

Atas pemotongan dan/atau pemungutan pajak terdapat beberapa hal 
sebagai berikut:

a.	 Uang yang diterima oleh CV ABC dari Instansi Pemerintah X 
sebesar Rp98.000.000,00 (Rp110.000.000,00 - Rp10.000.000,00 - 
Rp2.000.000,00).

b.	 Instansi Pemerintah X membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 
atas PPh Pasal 23 yang telah dipotong sebesar Rp2.000.000,00 dan 
memberikan bukti pemotongan tersebut kepada CV ABC.

c.	 Instansi Pemerintah X memberikan Bukti Penyetoran PPN yang telah 
dipungut ke kas negara kepada CV ABC.

d.	 Jika pembayaran menggunakan mekanisme Uang Persediaan, pajak 
yang telah dipotong dan/atau dipungut disetorkan ke kas negara 
paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran. 
Sedangkan jika pembayaran menggunakan mekanisme pembayaran 
Langsung maka pajak yang telah dipotong dan/atau dipungut 
disetorkan ke kas negara pada hari yang sama dengan pelaksanaan 
pembayaran.

e.	 Instansi Pemerintah X melaporkan pemungutan dan/atau pemungutan 
tersebut melalui SPT Masa dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak 
paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
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Kesimpulan

Pembayaran kepada penyedia jasa penyelenggara atau EO yang 
berbentuk badan usaha oleh Instansi Pemerintah merupakan objek 
pemotongan PPh Pasal 23 serta objek pemungutan PPN. Tarif pemotongan 
PPh Pasal 23 sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto, tidak termasuk 
PPN dan tarif pemungutan PPN sebesar 10% dari DPP PPN. Pemungutan 
PPN hanya dilakukan jika penyedia jasa EO telah dikukuhkan sebagai PKP. 
Dengan demikian, saat Instansi Pemerintah menyelenggarakan kegiatan 
dengan menggunakan jasa penyelenggara kegiatan atau EO yang sudah 
dikukuhkan sebagai PKP, maka Instansi Pemerintah harus melakukan 
pemotongan PPh Pasal 23 dan pemungutan PPN.
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